BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG DEKAI
SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA DEPOSITO DALAM RANGKA INVESTASI

Menimbang :

Mengingat :

JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI YAHUKIMO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 328 ayat ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan atau melakukan Investasi Jangka
Pendek Uang Milik Daerah yang sepanjang tidak
menganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan
kualitas pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatkan Kas
Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ),
Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi Jangka
Pendek dan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial
dan atau manfaat lainya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk PT. Bank
Pembangunan Daerah Papua Cabang Dekai sebagai Bank
Penyimpan Dana Deposito dalam rangka Investasi Jangka
Pendek Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
2907);



0.

Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Oronomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tantang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 129);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Yahukimo Tahun 2017 Nomor 09 );

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo
Tahun 2017 Nomor 31 ).

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU :  Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang
Dekai Sebagai Pemegang Rekening Deposito Dalam Rangka
Investasi Jangka Pendek Tahun 2018.

KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Yahukimo
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Dekai
adalah ; 7020105000241. Investasi Pemerintah Kabupaten
Yahukimo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 18 Januari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD
Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- ABOCK BUSUP
UNDANGAN
MUSTAN
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